WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR &2 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN TERBAIK (CUSTOMER SERVICE DAN
FRONT OFFICE) PENERIMA PENGHARGAAN ATAS PRESTASI PADA BADAN
KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang :a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan

Mengingat

vl

penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik dan
membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) serta dalam pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku bagi setiap warga
negara dan penduduk atas pelayanan pajak daerah yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada
Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin;

bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung
jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka
pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Badan
Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dipandang untuk
menetapkan suatu metode yang mengatur pemberian
Reward and Punishment serta kompensasi atas
keterlambatan pelayanan publik di Badan Keuangan
Daerah Kota Banjarmasin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan b perlu ditetapkan Keputusan Wali
Kota tentang Penetapan Petugas Pelayanan Terbaik
(Customer Service dan Front Office) Penerima Penghargaan
atas Prestasi pada Badan Keuangan Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);



10.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penilaian Kinerja
Pegawai Negeri Sipil Nomor 30 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6340);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6647);

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6710);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang
Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan
Partisipasi Masyarakat;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1
Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Sususan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
63);

20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

21. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 38 Tahun 2016
Tentang Penerapan dan Pengembangan Budaya Kerja
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin;

MEMUTUSKAN

: Penetapan Petugas Pelayanan Terbaik {Customer Service dan

Front Office) Penerima Penghargaan atas Prestasi pada Badan
Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota
Banjarmasin ini.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan

dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagai mana
mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 17 begember 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,

$

IBNU SINA




LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 68<TAHUN 2021

TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN
TERBAIK (CUSTOMER SERVICE DAN FRONT
OFFICE) PENERIMA HADIAH DAN BESARAN
HADIAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

PETUGAS PELAYANAN TERBAIK (CUSTOMER SERVICE DAN FRONT

OFFICE)
PENERIMA HADIAH DAN BESARAN HADIAH
NO NAMA JUARA | BESARAN HADIAH (RP)
1 NURCAHAYA I 4.000.000
2 ELLYA ARRUMAISA It 3.000.000
3 RISQA AULIYANI I 2.000.000

WALI KOTA BANJARMASIN
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IBNU SINA
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